Menimbang

BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/23Y /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN
PENANGANAN PERMASALAHAN NAGARI
BUPATI PESISIR SELATAN,

! a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (2)

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tatz Kerja
Pemerintahan Nagari, maka diperlukan mekanisme
penyelesaian permasalahan Pemerintahan Nagari
yang  dilaksanakan oleh suatu Tim yang
keanggotaannya terdiri dari tenaga teknis dari
Perangkat Daerah terkait;

. bahwa dengan  kompleksnya permazasalahan

Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan,
berakibat terganggunya aspek penyelenggaraan
Pemerintahan, Pelaksanaan ‘ Pembangunan,
‘Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan
Masyarakat Nagari;

c. bahwa dalam rangka antisipasi dan fasilitasi serta
mengatasi permasalahan Pemerintahan Nagari di
Kabupaten Pesisir Selatan serta untuk tertibnya
penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Kabupaten
Pesisir Selatan yang berazaskan good governarnce
dan clean government, maka periu dibentuk Tim
Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari
Di Kabupaten Pesisir Selatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan
tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan

Penanganan Permasalahan Nagari;
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Mengingat

en

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor
21  Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-
Undang Nomor 58 Tahun 1958 {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nompr 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Ir,donesxa
Nomor 1643};

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Repﬁbl'i( Ir.donesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lcnbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Frpubhk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tghun
2015 tentang Perubshan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaré Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
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10.

L,

12,

13.

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lcmbaraﬁ
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041},

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemnbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 NO"’POT 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inl{-]lonesia,
Nomor 6322j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor &0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
7 Tahun 2018 tentang Nagari;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
SelatanNomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

14, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Nagari, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor
91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pesigir Selatan Nomor 64 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Nagari;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37
Tahun 2019 tentang Penjabaran Ar;ggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Katjf}lpaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

! Membentuk Tim Pengawasan . dan Penat;ganan

Permasalahan Nagan deng;a,n susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam lamplran yang
merupakan baglan tidak terp1sahkan dari Keputusem
Bupati ini.

: Tim Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari

sebagaimana dimaksud pdda Diktum KESATU,

mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

a. menerima laporan permasalahan yang terjadi di
nagari dan melakukan rapat berkala pembahasan
terhadap laporan permasalahan dimaksud untuk

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

b. laporan terhadap permasalahan nagari yang diterima,
dilakukan pendalaman oleh tim;

¢. memanggil pihak pelapor maupun terlapor dan yang
terkait serta melakukan klarifikasi dan investigasi

(mediasi] ke lapangan terhadap permasalahan yang
terjadi serta mengumpulkan dan mencatat bahan
keterangan (data awal,dokumen, interview);
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

d. mengadakan rapat evaluasi terkait hasil klarifikasi
dan investigasi lapangan untuk dilaporkan kepada
Bupati Pesisir Selatan melalui Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan; dan

e. membuat laporan tertulis terhadap hasil investigasi
permasalahan Nagari untuk disampaikan kepada
Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Pendnduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

: Tim Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bekerja
sesual dengan kebutuhan permasalahan dan keahlian

berdasarkan prinsip rasional, proporsional dan realitas ;

: Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanazn tugas

Tim Pengawasan dan Penanganan Permmlaha:; Nagari
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatr)f:‘n dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA)
Dinas Pemberdayaan  Masyarakat dan  Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kahupaten Pesisir Selatan Kegiatan Pengawasan dan
Penanganan Masalah Desa/Nagari Mata Anggaran :
1.02.07.1.02.07.01.21.08.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

P 8 April 2020
i
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